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ABSTRAK
PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN
SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DALAM
PERSPEKTIF ILMU VICTIMOLOGI

Pelecehan seksual merupakan permasalahan kejahatan yang telah lama terjadi dan
menjadi sorotan di lingkungan masyarakat karena kejahatan ini tiap tahunnya terus
bertambah. Pelecehan seksual yang terjadi kepada perempuan biasanya dalam
bentuk verbal yakni perbuatan yang dilakukan secara tertulis maupun lisan. Pada
umumnya, pelecehan seksual memiliki perspektif berbeda antara laki-laki dan
perempuan. Beberapa laki-laki bisa mempunyai pandangan bahwa perbuatan yang
bisa melemahkan perempuan dianggap candaan belaka. Namun, bagi perempuan
meskipun itu candaan, hal itu bisa saja merugikan diri dari seorang perempuan
sendiri. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana pengaturan
perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana pelecehan
seksual dan bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap perempuan
sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual. Metode penelitian ini
menggunakan metode penelitian normatif atau yang sering disebut library
research. Penelitian normatif merupakan penelitian kepustakaan yang
mendeskripsikan, serta menguraikan semua masalah yang ada menggunakan
sumber informasi dari berbagai buku-buku, skripsi, jurnal dan lain sebagainya.
Teknik pengumpulan data dilakukan teknik dokumentasi dengan cara
mengumpulkan data, mengklasifikasi, dan menelaah dari berbagai literatur terkait
permasalahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, pengaturan
perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana pelecehan
seksual pada dasarnya bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak korban,
memberikan rasa aman, serta memastikan adanya keadilan dan pemulihan yang
menyeluruh. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui berbagai peraturan
perundang-undangan yang mengatur hak korban untuk memperoleh
pendampingan, perlindungan fisik, bantuan hidup sementara, bantuan psikologis,
rehabilitasi psikososial, serta bantuan medis.. Kedua, perspektif victimologi
terhadap peranan perempuan sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual ialah
papun tipe, peran dan latar belakang sosialnya, korban adalah korban yang tetap
dipandang sebagai pihak atau orang yang secara yuridis tidak bersalah dan justru
mengalami penderitaan karena perbuatan pelaku.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban, Tindak Pidana Pelecehan Seksual



ABSTRACT
LEGAL PROTECTION REGULATIONS FOR WOMEN AS VICTIMS OF
SEXUAL HARASSMENT FROM THE PERSPECTIVE OF VICTIMOLOGY

Sexual harassment is a long-standing crime and has been a focus of public attention
due to the increasing number of cases each year. Sexual harassment against women
is usually verbal, involving written or verbal acts. Generally, sexual harassment
has different perspectives for men and women. Some men may view actions that
weaken women as mere jokes. However, for women, even jokes can be detrimental
to themselves. The research problem in this study is how to regulate legal protection
for women as victims of sexual harassment and how to regulate legal protection for
women as victims of sexual harassment.This research method uses a normative
research method, often called library research. Normative research is a library
research that describes and elaborates on all existing problems using information
sources from various books, theses, journals, and so on. Data collection techniques
used are documentation techniques by collecting, classifying, and reviewing
various literature related to the problem. The results of this study indicate that,
first, legal protection arrangements for women as victims of sexual harassment are
fundamentally aimed at ensuring the fulfillment of victims' rights, providing a sense
of security, and ensuring justice and comprehensive recovery. This protection is
realized through various laws and regulations governing victims' rights to
assistance, physical protection, temporary living assistance, psychological
assistance, psychosocial rehabilitation, and medical assistance. Second, the
victimology perspective on the role of women as victims of sexual harassment is
that, regardless of the type, role, or social background, victims are still viewed as
legally innocent parties or individuals who suffer because of the perpetrator's
actions.

Keywords: Legal Protection, Victims, Sexual Harassment Crimes
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
menjabarkan tujuan Republik Indonesia secara sangat rinci. Undang-Undang Dasar
tersebut menyatakan bahwa tugas negara adalah melindungi warga negara
Indonesia di seluruh wilayahnya, memajukan masyarakat secara keseluruhan,
mencerdaskan warga negaranya, dan mengambil bagian dalam prakarsa
perdamaian internasional yang berpusat pada keadilan sosial dan kemerdekaan.
Namun, kenyataannya, banyak tindakan di negara ini yang bertentangan dengan
tujuan sejati tersebut.

Perlindungan hukum merupakan upaya atau strategi untuk menjamin
kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. Ayat 4 Pasal 28I
menyatakan ‘Perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia
merupakan tanggung jawab negara terutama pemerintah.” Dengan demikian,
masyarakat wajib memperoleh segala pelayanan dan fasilitas dari negara melalui
perlindungan hukum.!

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menetapkan Lembaga Perlindungan

Saksi dan Korban (LPSK) untuk melindungi dan mendampingi saksi dan korban.

! Rosifany Ony, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Kejahatan”, dalam
Jurnal llmiah Illmu Hukum Vol 2 No 2, (2017), him 6, http://ejurnal.untag-
smd.ac.id/index.php/LG/article/view/3382/3293.



Prioritas utama LPSK adalah membantu dan melindungi saksi dan korban.2
Perlindungan ini berlaku di seluruh sistem peradilan pidana. Perlindungan hukum
membuat saksi dan korban merasa aman dalam memberikan informasi kepada
pihak berwenang.?

Pelecehan seksual merupakan permasalahan kejahatan yang telah lama terjadi
dan menjadi sorotan di lingkungan masyarakat karena kejahatan ini tiap tahunnya
terus bertambah. Pelecehan seksual berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari
Sexual berarti seksual dan Hardness berarti perbuatan yang tidak menyenangkan.
Jadi dapat diartikan pelecehan seksual merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan
seseorang yang bersifat memaksa melakukan perbuatan seksual kepada orang lain
dan pelecehan seksual ini sering terjadi kepada perempuan.

Pelecehan seksual yang terjadi kepada perempuan biasanya dalam bentuk
verbal yakni perbuatan yang dilakukan secara tertulis maupun lisan. Pada
umumnya, pelecehan seksual memiliki perspektif berbeda antara laki-laki dan
perempuan. Beberapa laki-laki bisa mempunyai pandangan bahwa perbuatan yang
bisa melemahkan perempuan dianggap candaan belaka. Namun, bagi perempuan
meskipun itu candaan, hal itu bisa saja merugikan diri dari seorang perempuan
sendiri. Menurut Pasaribu, pelecehan seksual ialah perbuatan atau pengucapan
berbentuk lisan atau tindakan yang dilakukan seseorang kepada orang lain dengan
cara melecehkan orang tersebut dengan sengaja bisa berbentuk ekspresi atau

orientasi seksual, sehingga ada pihak yang merasa dirugikan dan seakan terhina

2 Maidin Gultom, 2010, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan
Pidana Anak di Indonesia, (Bandung : PT. Refika Aditama), him 27.

3 Abdoel Djamali, 2010, Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi, (Bandung: Rajawali
Press), him 43.



karena dirinya dijatuhkan. Pelecehan seksual bisa berupa dengan bentuk catcalling,
bersiul, membunyikan klakson, dan mengeluarkan perkataan bersifat seksual
kepada orang lain.*

Akibat terjadinya pelecehan seksual dapat memberikan dampak yang sangat
berbahaya bagi korban, yakni:

1. Dampak Psikologis
Jika pelecehan seksual terjadi kepada seseorang, maka sifat trauma
yang akan muncul dari dirinya. Trauma merupakan perasaan yang timbul
akibat peristiwa yang tidak menyenangkan telah terjadi terhadap
seseorang dan menimbulkan bekas luka di dalam dirinya. Trauma juga
bisa menguras pikiran seseorang secara psikis. Seseorang Yyang
mengalami trauma biasanya timbul rasa cemas yang cepat, emosional
yang tidak stabil bahkan yang lebih berbahaya bisa mengakibatkan
masalah mental berujung depresi. Hal ini tentu saja akan sangat
merugikan korban pelecehan seksual, rasa trauma yang dialami akan sulit
dihilangkan dan butuh waktu yang cukup lama.®
2. Dampak Fisik
Dampak yang terjadi kedua dari pelecehan seksual yakni fisik, saat
seseorang mengalami pelecehan biasanya akan timbul perusakan diarea
fisik tubuh korban. Misalnya dapat terjadinya infeksi atau pendarahan
diarea vital korban dan dampak buruknya bisa menimbulkan penyakit
berupa HIV yang bersifat cepat menular.®
3. Dampak Sistem Sosial di Lingkungan Masayarkat
Perasaan minder dan mudahnya timbul rasa takut akan dialami oleh
para korban pelecehan seksual. Bagaimana tidak, ia akan mendapat
cemoohan dari banyak orang di lingkungan sekitarnya. Tentu saja, hal ini
bisa merusak masa depan diri korban dan jika bersifat jangka panjang
bukan tidak mungkin korban akan menarik diri dari lingkungan
sekitarnya.’

“Anastasia Hana Sitompul, “Kajian Hukum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Terhadap Anak Di Indonesia”, dalam Jurnal Lex Crimen Vol. IV. No. 1, (2015), him 9,
https://media.neliti.com/media/publications/3219-1D-kajian-hukum-tentang-tindak-kekerasan-
seksual-terhadap-anak-di-indonesia.pdf

5 Maidin Gultom, Op.cit, him 81.

6 “KPAID Palembang Edukasi Masyarakat Cegah Kekerasan Anak,” diakses 4 Oktober
2025, https://www.antaranews.com/

" Maidin Gultom, Op.cit, him 83.



Banyak insiden pelecehan seksual, termasuk penganiayaan dengan
memegang payudara wanita, atau begal payudara, telah dilaporkan di wilayah kota
Palembang, menurut statistik dari Kepolisian Kota Palembang, salah satu otoritas
terkait. Polisi tidak dapat memberikan bukti konklusif tentang peningkatan
kejahatan penganiayaan ini setiap tahun karena Polrestabes tidak menerima
pengaduan tentang kejadian tersebut atau tidak menindaklanjutinya karena berbagai
alasan. Namun ada bukti kasus perabaan payudara tidak senonoh di bawah lingkup
Kepolisian Palembang dalam bentuk insiden yang dilaporkan di outlet berita
daring, yang merinci gerakan korban saat mereka melewati pelaku. Pelaku, yang
identitasnya masih misterius, menguntit wanita itu sepanjang pagi saat dia
berbelanja bahan makanan di JI. Dwikora 1 Kel Sei Pangeran, Kec Ilir Timur 1,
Kota Palembang. Korban menggambarkan pelaku sebagai seorang anak laki-laki
muda yang sedang mengendarai sepeda motor dan mengenakan helm hitam ketika
kejadian itu terjadi.®

Demikian uraian latar belakang sehingga mendapat kesimpulan atau
gambaran judul yang diambil, ialah, “Pengaturan Perlindungan Hukum
Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Dalam Perspektif llmu Victimologi”

8 Modus Tanya Alamat, Begal Payudara Terjadi, diakses 4 Oktober 2025,
https://news.okezone.com/read/2024/02/22/610/2974040/modus-tanya-alamat-mahasiswi-di-
palembang-jadi-korban-begal-payudara?page=all



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan
permasalahannya, sebagai berikut:
1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai
korban tindak pidana pelecehan seksual?
2. Bagaimana perspektif ilmu victimologi tentang peranan perempuan sebagai
korban tindak pidana pelecehan seksual?
C. Ruang Lingkup
Hukum pidana, dan khususnya regulasi dan perlindungan hukum terhadap
perempuan korban pelecehan, merupakan ranah investigasi ini. Investigasi ini juga
mencakup beragam topik terkait :
1. Ruang Lingkup Materi (Fokus Pembahasan)
Secara spesifik, penelitian ini dibatasi pada:
a. Bentuk-bentuk pelecehan seksual terhadap perempuan.
b. Upaya pemulihan dan rehabilitasi korban dari sudut pandang
viktimologi.
c. Efektivitas Peraturan Perundang-undangan dalam menangani
kasus pelecehan seksual.
2. Ruang Lingkup Objek Penelitian
Secara spesifik, penelitian ini dibatasi pada:
a. Objek yang diteliti berupa ketentuan hukum yang mengatur

mengenai perbuatan atau tindakan melanggar kesusilaan di



muka umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-
undangan.
b. Objek berupa perempuan yang menjadi korban pelecehan
seksual, dilihat dari sudut pandang viktimologi.
3. Ruang Lingkup Waktu
Periode waktu yang dikaji dalam penelitian ini meliputi Penerapan
Peraturan Perundang-undangan dalam kasus pelecehan seksual yang
terjadi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (sekitar 2023-2025), sebagai
dasar dalam menilai efektivitas pasal tersebut dalam konteks
perlindungan terhadap korban perempuan.
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
a. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini ialah
untuk:
1. Mengetahui dan menjelaskan pengaturan perlindungan hukum
terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual.
2. Mengetahui dan menjelaskan perspektif ilmu victimologi perspektif
ilmu victimologi tentang peranan perempuan sebagai korban tindak
pidana pelecehan seksual.
b. Manfaat dalam penelitian ini ialah:
1. Manfaat Teoritis:
a) Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman
hukum, khususnya hukum pidana terkait perlindungan terhadap

perempuan dari pelecehan seksual.



b) Skripsi ini menjelaskan terkait kejahatan pelecehan yang
memberikan dampak yang negatif bagi korban, dalam hal ini
berharap di penelitian dapat dijadikan acuan atau sumber
literatur hukum.

2. Manfaat Praktis:

a) Bagi ilmu pengetahuan, skripsi ini berharap dapat memberikan
dampak positif bagi yang membacanya, kemudian bisa diambil
dan dijadikan sebagai literatur mereka sehingga menjadi
wawasan bagi banyak orang yang membaca.

b) Bagi masyarakat umum, kami berharap hasil penelitian ini dapat
memberikan wawasan tambahan tentang peraturan perundang-
undangan terkait pelecehan seksual.

c) Kepada penegak hukum, skripsi ini berharap bisa menjadi
kerangka pikiran yang bersifat keberlanjuta untuk dibahas lebih
dalam, khususnya di bidang hukum pidana, khususnya terkait
tindak pidana pelecehan seksual.

E. Kerangka Konseptual
Kerangka konseptual adalah serangkaian gagasan terkait yang memandu studi
dan penulisan. Hukum, literatur, makalah penelitian, ensiklopedia, kamus, dan
peristiwva mendukung gagasan ini. Kerangka konseptual berikut digunakan dalam

studi ini:



1. Perlindungan Hukum

Ketika orang lain melanggar hak asasi manusia, hukum turun tangan untuk
melindungi mereka, dalam hal ini guna mencapai bagian hak yang seharusnya
korban dapatkan.® Akibat dari kejahatan yang dialami oleh korban, bentuk
perlindungan merupakan hal yang wajib dalam hal ini disediakan untuk
melindungi individu dari kerugian psikologis dan fisik yang disebabkan oleh
ancaman dan pelecehan.

Penerapan hukum, prosedur hukum, dan penegakan hukum harus mewakili
perlindungan hukum. Interaksi masyarakat yang beragam menunjukkan hal ini.
Hubungan antar-komunitas menciptakan aturan yang melindungi kepentingan
setiap komunitas. Kompleksitas ikatan hukum ini membutuhkan peraturan untuk
menyeimbangkannya guna mencegah ketidakstabilan sosial.1?

2. Tindak Pidana

Melakukan perbuatan salah apa pun, baik disengaja maupun tidak,
merupakan suatu Kkejahatan, jika seseorang bertanggung jawab atas
perbuatannya dan dapat menghadapi konsekuensi atas perbuatannya.l!
Komponen penting dari setiap tindak pidana adalah ciri-ciri lahiriahnya, yang
mencakup perilaku dan akibatnya. Anda dapat menganggap keduanya sebagai

penyebab fenomena di dunia nyata.

% Satjipto Raharjo, 2014, Ilmu Hukum,(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,) him 53”.

O1bid, hlm 55.

1 Lamintang, 2013, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya
Bakti), him 181.



3. Korban Tindak Pidana
Kejahatan yang terjadi kepada seseorang, akan muncul orang yang terluka
atau tersakiti akibat dari kejahatan tersebut. Hal tersebutlah bisa disebut dengan
korban dari kejahatan seseorang. UU No. 13 Tahun 2006 memberikan definisi
bahwa korban merupakan seseorang yang terluka dari kejahatan orang lain,
dalam hal ini bisa menyebabkan atau merusakan mental secara psikologis, fisik
ataupun bisa berupa materi (keuangan). Dalam hal ini tentu, sebagai korban
harus mendapat perlindungan hukum dari pemerintah sebagimana telah tertuang
pada UU No. 13 tahun 2006.%2
4. Pelecehan Seksual
Kejahatan ini merupakan salah satu bentuk kriminal terbilang banyak
motifnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada ajakan seksual yang tidak
diinginkan, ancaman, dan bentuk komunikasi fisik, verbal, tertulis, non-verbal,
atau visual lainnya.'3
Korban pelecehan seksual menderita akibatnya. Perempuan seringkali
mengalami pelecehan seksual. Korban pelecehan seksual seringkali mengalami
trauma psikologis, fisiologis, dan sosial akibat kejadian tersebut. Trauma akibat
kekerasan atau pelecehan seksual, seperti ketidakmampuan untuk mempercayai
orang lain, dapat bermanifestasi dalam berbagai cara pada kesehatan mental

korban. Kecemasan dan fobia yang berkaitan dengan hubungan seksual,

2 Henny Nuraeny, 2011, Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kebijakan Hukum Pidana dan
Pencegahannya), (Jakarta: Sinar Grafika,), him 290.
13 Sudrajat Bassar, 2015, Tindak-Tindak Tertentu di dalam KUHP,(Bandung: Remaja
Karya), him 56.
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keputusasaan, pikiran untuk bunuh diri, amarah, harga diri rendah, dan masalah

serupa lainnya umum terjadi pada korban.

F. Review Studi Terdahulu

Penulis dapat menggunakan penelitian sebelumnya untuk menjelaskan

topik permasalahan dan melakukan penelitian. Penelitian sebelumnya yang terkait

dengan subjek ini diulas di bawah ini. :

No.

Penelitian Sebelumnya

Hasil Penelitian

1.

Skripsi Zerlina Viola,
UIN Sultan Syarif
Kasim Riau, tahun

2023.14

Penelitian ini memberikan penjelasan yaitu
terkait kejahatan pelecehan yang semakin kesini
semakin banyak terjadi di lingkungan
masyarakat,  terutama  terhadap  kaum
perempuan. Tentu saja, hal ini menyoroti bahwa
kurangnya kesadaran akan masyarakatnya
sendiri terhadap konsekuensi dari kejahatan ini
sekalipun hanya bentuk catcalling, karena hal ini
sudah  termasuk  pelanggaran  kejahatan
pelecehan yang bisa merugikan masyarakat

tersebut dan bisa dijatuhi dengan sanksi pidana.

Skripsi Erna

Rahmawati, Universitas

Penelitian ini memberikan penjelasan yaitu
lembaga PPA membantu dalam memberika

perlindungan bagi korban kejahatan pelecahan

14 Zerlina Viola, 2023, “’Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelecehan Seksual Nonfisik
(Catcalling) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual (Studi Kasus Di Kecamatan Tampan Pekanbaru)”, Skripsi: Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, hlm 76, https://repository.uin-suska.ac.id/76420/
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Islam Sultan Agung, seksual merupakan hal yang wajib. Namun,
tahun 2023.%° harus diperhatikan lagi, bahwa masih terdapat
kendala yang harus dihadapi oleh Lembaga PPA
yaitu masih kurangnya saranan prasarana,
kualitas SDM yang masih kurang memadai,
pelaku kejahatan ini sering sekali kabur dan
informasi yang diberikan pun terkadang kurang

dalam bentuk bukti yang kuat.

3. | Skripsi Muhammad Penelitian ini memberikan penjelasan yaitu
Zainul Arifin, UIN Kiai | penyebab kejahatan pelecehan yang terjadi di
Haji Achmad Siddiq daerah Bondowoso ialah faktor lingkungan,
Jember, tahun 2022.%6 | dalam hal ini sangat berpengaruh terhadap
kejahatan. Kemudian karena Pendidikan,
Tingkat strata Pendidikan bisa saja menentukan
kemoralan seseorang untuk bertindak. Keluarga,
dalam hal ini tentu dari orang terdekat bisa
mempengaruhi, karena jika seseorang tersebut

kurang mendapat perhatian yang lebih maka

15 Erna Rahmawati, 2023, “Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan
Seksual Oleh Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Studi Kasus Di Polretabes Semarang”, Skripsi:
Universitas Islam Sultan Agung, him 67,
https://repository.unissula.ac.id/31887/1/1lmu%20Hukum_30302000372_fullpdf.pdf

16 Muhammad Zainul Arifin, 2022, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana
Kekerasan Seksual Di Kalangan Remaja Di Kabupaten Bondowoso”, hlm 49,
https://digilib.uinkhas.ac.id/8783/1/ZAINUL%20ARIFN.pdf
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bisa saja orang tersebut melakukan suatu

Tindakan diluar batas kemampuannya.

Adapun persamaan dan perbedaannya dengan review studi terdahulu, ialah:

1. Skripsi Zerlina Viola, Persamaan, sama-sama membahas mengenai tindak
pidana pelecehan seksual. Perbedaan, penelitian ini berfokus pada
perspektif terhadap kejahatan pelecehan seksual yang berupa catcalling,
dalam hal ini penerapan hukumnya berdasarkan UU No. 12 tahun 22 guna
untuk mengatur semua perilaku yang terjadi padan kejahatan pelecehan.

2. Skripsi Erna Rahmawati. Persamaan, sama-sama membahas mengenai
tindak pidana pelecehan seksual. Perbedaan, penelitian ini berfokus pada
kendala yang dihadapi oleh lembaga pemerintah yaitu PPA, dimana PPA
sendiri merupakan bentuk dari terwujudnya suatu perlindungan bagi korban
yang mengalami kejahatan pelecehan.

3. Skripsi Muhammad Zainul Arifin. Persamaan: sama-sama membahas
mengenai mengenai tindak pidana pelecehan seksual. Perbedaan, penelitian
ini berfokus pada kejahatan pelecehan yang sering terjadi di daerah
Bondowoso, dalam hal ini tentu menjadi perhatian Masyarakat apa
penyebab kejahatan terus berdatangan apalagi di lingkungan anak masih
remaja.

G. Metode Penelitian
Metode atau tahapan penelitian untuk menemukan data atau bahan terkait

penelitian yang akan dibahas, dimana hasil penelitian tersebut disusun kembali
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dengan berdasarkan sistematika pembahasan yang telah dibuat. Metode penelitian
juga harus dibuat dengan jelas dan akurat, agar penyusunan dalam penelitian bisa
terlihat bersistematis dan mudah dibaca banyak orang. Oleh karena itu, penggunaan
metodologi merupakan bagian integral dari penelitian. Metodologi penelitian tesis
terdiri dari langkah-langkah berikut:'’
1. Jenis Penelitian
Yuridis normatif merupakan jenis penelitian yang digunakan pada
penelitian ini, guna untuk sebagai penjabaran dari sumber pustaka atau data
sekunder seperti buku, jurnal, surat kabar, internet, dan sumber pustaka
lainnya disebut penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menyelidiki
hukum.*® Istilah lainnya bisa disebur dengan library research.
2. Sumber Data
Skripsi ini menggunakan sumber data, dalam hal ini yaitu sumber data
sekunder berdasarkan pustaka atau literatur tentang pelecehan seksual.
Teknik sumber hukum berikut digunakan untuk data sekunder :°
a. Bahan Hukum Primer
Bahan ini merupakan landasan topik yang akan dibahas, guna untuk
menjelaskan subjek penelitian pada skripsi.?° Dalam penelitian ini,

terdapat dasar sumber hukum berupa ketentuan pada peraturan yang

Mshag, 2017, Metode Penelitian Hukum Penulisan  Skripsi Tesis Serta
Disertasi,,(Bandung:Alfabeta), him 71.

18 Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press), him
34,

Lexy Moleong, 2015, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja
Rosdakary),hlm 78.

20 peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenada Group),hlm 181.
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diterapkan di negara ialah KUHP & KUHAP, Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,
dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Nomor 2 Tahun 2022.

b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum ini memberikan penjelasan terkait hasil penelitian
berdasarkan literatur atau sumber pustaka, dalam hal ini dapat berupa
buku, jurnal, skripsi, atau karya ilmiah lainnya yang dapat menunjang
atau masih terhubung subjek penelitian pada skripsi. 2

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah sebuah bahan hukum berperan dijadikan
guna berfungsi sebagai referensi yang membantu dalam menerjemahkan
istilah atau kosakata yang mungkin sulit dipahami selama penelitian. 22
Bahan referensi ini digunakan sebagai tambahan literatur untuk
menjelaskan kata tiap kata yang dirasa sulit untuk diartikan, dimana
berbentuk KBBI, kamus yang memiliki bahasa tentang hukum, bisa saja
dari berbagai sumber internet dan sebagainya .

3. Metode Pengumpulan Data
Metode merupakan bagian tahapan yang sangat penting guna mendapat

data, kemudian data tersebut dikumpulkan menjadi satu. Dalam hal ini,

21 Ibid, him 182
22 |bid, him 184.
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metodenya yaitu dokumentasi, kategorisasi, dan analisis. Literatur, studi
dokumen, catatan hukum, dan kasus internet dianalisis untuk mendapatkan
data. Berikutnya, statistik, kutipan buku, hukum, artikel, dan materi relevan
lainnya dibaca, ditinjau, dan diringkas untuk studi literatur.?
4. Analisis Data
Skripsi ini mengguakan teknik yang dapat memberikan gambaran secara
tertulis terhadap permasalahan yang terjadi, dalam hal ini disebut teknik
analisis data kualitatif pada penelitian, juga untuk mengklarifikasi
permasalahan pelecehan seksual dengan mengumpulkan, menganalisis, dan
menyusun data. Teknik pengolahan data deskriptif kualitatif digunakan
untuk memproses dan menganalisis data, dengan fokus pada permasalahan
penelitian®*.
H. Sistematika Pembahasan
Skripsi ini terdapat bagian penyusunan dalam pembahasan yang dijadikan
sebagai deskripsi hasil penelitian, ialah:
BAB I: Pendahuluan
Bab ini menjelaskan terkait suatu pendahuluan memuat akan
berbagai unsur berbentuk latar belakang, rumusan masalah, tujuan
& kegunaan dalam penelitian yang dimaksud, penelitan terdahulu
untuk mencari letak perbedaan & persamaan skripsi, metode

penelitian untuk menemukan berbagai cara untuk mendapat bahan

23 Amiruddin,2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Alumni), him 141.
24 Bahder Johan, 2008, Metode Penelitian IImu Hukum, (Bandung: Mandar Maju),hlm 87.
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data, kerangka konseptual untuk memberikan penjelasan awal
terkait variabel judul skripsi dan unsur yang terakhir ialah
sistematika penelitian berupa kerangka pemikiran dalam penelitian
guna sebagai gambaran atau deskripsi skripsi.

BAB I1: Tinjauan Pustaka
Bab ini menjelaskan landasan teori tentang perlindungan hukum,
korban. tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, pelecehan
seksual dan victimologi.

BAB I11: Pembahasan
Pada bab ini memberikan penjelasan terkait pengaturan
perlindungan hukum bagi Perempuan sebagai korban pelecehan
seksual dan perspektif ilmu victimologi tentang peranan perempuan
sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual.

BAB IV: Penutup
Bab ini menjelaskan terkait keseluruhan pembahasan skripsi yaitu
berupa kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka
Daftar pustaka merupakan bagian yang berisi seluruh sumber
referensi yang digunakan dalam penyusunan skripsi.

Lampiran
Lampiran merupakan bagian yang berisi data atau informasi
tambahan yang mendukung isi skripsi, tetapi tidak dimasukkan

dalam bagian utama karena dapat mengganggu alur pembahasan.
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